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Abstrak: Pelayanan administrasi negara merupakan salah satu indikator utama Kkinerja pemerintahan dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Berbagai kebijakan publik telah dirumuskan oleh
pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan administrasi negara. Namun, dalam
praktiknya, efektivitas pelayanan administrasi negara masih menghadapi berbagai kendala implementatif. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan publik terhadap efektivitas pelayanan administrasi negara di
Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data dikumpulkan
melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan administrasi negara dan dianalisis menggunakan
regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan
terhadap efektivitas pelayanan administrasi negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa kualitas kebijakan publik,
khususnya pada aspek substansi kebijakan, implementasi, dan pengawasan, memiliki peran penting dalam
meningkatkan kecepatan pelayanan, kepastian prosedur, transparansi, serta kepuasan masyarakat. Penelitian ini
memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat kajian hubungan kebijakan publik dan pelayanan administrasi
negara, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan berbasis bukti empiris bagi pemerintah dalam upaya
peningkatan efektivitas pelayanan administrasi negara di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan Publik; Efektivitas Pelayanan; Pelayanan Administrasi Negara; Administrasi Publik;
Indonesia.

PENDAHULUAN

Pelayanan administrasi negara merupakan salah satu fungsi fundamental negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga
negara sekaligus mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan (good governance). Dalam konteks negara hukum
seperti Indonesia, pelayanan administrasi negara tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas teknis birokrasi, tetapi juga
sebagai perwujudan prinsip legalitas, kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas publik.[1] Oleh karena itu,
efektivitas pelayanan administrasi negara menjadi tolok ukur penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Seiring dengan dinamika sosial, politik, dan teknologi, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai
kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi negara. Kebijakan tersebut antara lain
mencakup reformasi birokrasi nasional, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), kebijakan
pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), serta penetapan standar pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Secara konseptual, kebijakan-kebijakan ini dirancang untuk
menciptakan pelayanan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.[2]

Namun, realitas empiris menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan administrasi negara di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan struktural dan implementatif. Berbagai laporan dan studi mengindikasikan bahwa
masalah seperti prosedur yang berbelit, inkonsistensi penerapan kebijakan antarinstansi, lemahnya koordinasi
kelembagaan, serta rendahnya kapasitas dan profesionalisme aparatur masih kerap ditemui dalam praktik pelayanan
publik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan publik yang dirumuskan secara normatif
dengan hasil pelayanan administrasi negara yang dirasakan oleh masyarakat. [3]

Dari sisi akademik, penelitian mengenai kebijakan publik dan pelayanan administrasi negara telah banyak
dilakukan. Namun, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menempatkan kebijakan publik sebagai objek kajian
yang berdiri sendiri, dengan fokus pada proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan, atau evaluasi kebijakan
secara administratif.[4] Di sisi lain, penelitian mengenai pelayanan administrasi negara lebih banyak menekankan pada
aspek kualitas pelayanan atau kepuasan masyarakat, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan karakteristik dan
kualitas kebijakan publik yang melatarbelakanginya.

GAP PENELITIAN
Secara khusus, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) pada beberapa aspek berikut:[5]
1. Keterbatasan pendekatan kausal
Penelitian terdahulu umumnya bersifat deskriptif dan normatif, sehingga belum banyak mengkaji hubungan
sebab-akibat antara kebijakan publik dan efektivitas pelayanan administrasi negara.
2. Pemisahan antara kebijakan dan kinerja pelayanan

Kajian kebijakan publik dan kajian pelayanan administrasi negara sering dilakukan secara terpisah, sehingga

belum memberikan gambaran utuh mengenai bagaimana kebijakan publik memengaruhi efektivitas pelayanan

secara nyata.
3. Minimnya integrasi indikator efektivitas pelayanan
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Indikator seperti kecepatan layanan, kepastian prosedur, transparansi, dan kepuasan masyarakat jarang
dianalisis secara simultan sebagai dampak langsung dari kebijakan publik.
4. Konteks Indonesia yang kompleks
Banyak penelitian masih mengadopsi kerangka teoretis umum tanpa mengakomodasi karakteristik birokrasi
dan sistem pemerintahan Indonesia yang bersifat hierarkis dan multi-level.
Tabel 1. Gap Penelitian Dan Novelty

|Aspek Kajian ||Pene|itian Terdahulu ||Pene|itian Ini (Novelty) |
Kebijakan publik atau pelayanan||Analisis pengaruh kebijakan publik terhadap efektivitas

Fokus utama b . . S . . .
administrasi negara secara terpisah pelayanan administrasi negara secara terintegrasi

|Pendekatan ||De5kriptif, normatif ||Ana|itis dan empiris |

Var_l_abel Terbatas pada implementasi kebijakan Mencakup substansi kebijakan, implementasi, dan mekanisme

kebijakan pengawasan

Indikator Parsial (misalnya kepuasan atau kualitas||Komprehensif: kecepatan, kepastian prosedur, transparansi,

pelayanan layanan saja) dan kepuasan masyarakat

|Kontribusi ||Teoretis terbatas ||K0ntribusi teoretis dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti |

NOVELTY PENELITIAN
Berdasarkan gap tersebut, novelty penelitian ini terletak pada:[6]
1. Integrasi konseptual antara kebijakan publik dan efektivitas pelayanan administrasi negara dalam satu
kerangka analisis.
2. Pendekatan empiris yang menguji pengaruh kebijakan publik terhadap efektivitas pelayanan, bukan sekadar
menilai keberadaan kebijakan.
3. Penggunaan indikator efektivitas pelayanan yang multidimensional, sehingga mampu menangkap dampak
kebijakan secara lebih objektif dan komprehensif.
4. Relevansi kontekstual dengan kondisi birokrasi dan sistem administrasi negara di Indonesia.
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran PenelitiaN

PENEGASAN POSISI PENELITIAN

Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kajian kebijakan
publik dan studi pelayanan administrasi negara. Hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu
administrasi publik dan kebijakan publik, tetapi juga memberikan dasar empiris bagi perumusan dan penyempurnaan
kebijakan publik yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi negara di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA
1. Kebijakan Publik
a. Pengertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik (public policy) merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh
pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Dye
(2017) mendefinisikan kebijakan publik sebagai whatever governments choose to do or not to do, yang
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menegaskan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan aktif maupun keputusan untuk tidak bertindak.
Sementara itu, Dunn (2018) memandang kebijakan publik sebagai proses analitis yang melibatkan perumusan
masalah, peramalan, rekomendasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.[7,8]

Dalam konteks administrasi negara, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman normatif dan
operasional bagi aparatur negara dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan publik
tidak hanya berisi tujuan dan sasaran, tetapi juga menetapkan mekanisme pelaksanaan, pembagian
kewenangan, serta standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara negara.

Tahapan Kebijakan Publik
Menurut Dunn (2018), kebijakan publik terdiri dari beberapa tahapan yang saling berkaitan, yaitu:[9]
Perumusan masalah kebijakan
Perumusan alternatif kebijakan
Pengambilan keputusan kebijakan
Implementasi kebijakan
Evaluasi kebijakan

Tahap implementasi menjadi kunci dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik, karena
kebijakan yang dirumuskan dengan baik tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak
diimplementasikan secara efektif.[10] Hal ini relevan dengan pelayanan administrasi negara yang sangat
bergantung pada kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan nyata.
Implementasi Kebijakan Publik
Implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan keputusan kebijakan oleh aktor-aktor pelaksana
di tingkat birokrasi. Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi,
dan politik. Sementara itu, Grindle menekankan pentingnya content of policy dan context of implementation
dalam menentukan efektivitas kebijakan publik.[11,12]

Dalam pelayanan administrasi negara, implementasi kebijakan publik berkaitan langsung dengan
bagaimana prosedur pelayanan dijalankan, bagaimana aparatur memahami kebijakan, serta bagaimana
mekanisme pengawasan dilakukan.
ayanan Administrasi Negara
Pengertian Pelayanan Administrasi Negara
Pelayanan administrasi negara merupakan rangkaian aktivitas birokrasi yang dilakukan oleh aparatur negara
dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sinambela (2014) mendefinisikan pelayanan publik sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.[13]

Dalam konteks hukum administrasi negara, pelayanan administrasi negara harus memenuhi prinsip
legalitas, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Oleh karena itu,
pelayanan administrasi negara tidak hanya dinilai dari aspek kecepatan, tetapi juga dari aspek prosedural dan
substansial.

Prinsip Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan sejumlah prinsip pelayanan
publik, antara lain:[14]
Kepentingan umum
Kepastian hukum
Kesamaan hak
Profesionalisme
Partisipatif
Transparansi
Akuntabilitas
Ketepatan waktu
Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan
Prinsip-prinsip ini menjadi dasar normatif dalam menilai efektivitas pelayanan administrasi negara
dan sekaligus menjadi indikator keberhasilan kebijakan publik di sektor pelayanan.
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3. Efektivitas Pelayanan Administrasi Negara

a.

b.

Konsep Efektivitas

Efektivitas secara umum diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Gibson et al.
(2012) menyatakan bahwa efektivitas organisasi mencerminkan sejauh mana organisasi mampu mencapai
tujuan yang telah direncanakan. Dalam pelayanan administrasi negara, efektivitas berarti sejauh mana
pelayanan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Indikator Efektivitas Pelayanan Administrasi Negara
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Berdasarkan literatur administrasi publik dan pelayanan publik, efektivitas pelayanan administrasi negara dapat

diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu:[15]

1. Kecepatan pelayanan, yaitu lamanya waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pelayanan administrasi.

2. Kepastian prosedur, yaitu kejelasan alur, persyaratan, dan biaya pelayanan.

3. Transparansi, yaitu keterbukaan informasi mengenai proses dan hasil pelayanan.

4. Kepuasan masyarakat, yaitu tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan yang diterima.

Indikator-indikator tersebut mencerminkan hasil nyata dari implementasi kebijakan publik dalam

praktik pelayanan administrasi negara.
4. Hubungan Kebijakan Publik dan Efektivitas Pelayanan Administrasi Negara

Kebijakan publik memiliki peran strategis dalam menentukan arah dan kualitas pelayanan administrasi negara.
Kebijakan yang jelas, konsisten, dan implementatif akan mempermudah aparatur dalam melaksanakan pelayanan,
sehingga meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi negara. Sebaliknya, kebijakan yang tumpang tindih,
ambigu, dan tidak didukung oleh kapasitas birokrasi yang memadai cenderung menurunkan kualitas dan
efektivitas pelayanan.[16]

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh
kualitas kebijakan publik, terutama pada aspek implementasi dan pengawasan. Dengan demikian, terdapat
hubungan kausal antara kebijakan publik dan efektivitas pelayanan administrasi negara, yang perlu diuji secara
empiris dalam konteks Indonesia.

5. Kerangka Pemikiran Penelitian
Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa kebijakan publik memengaruhi efektivitas
pelayanan administrasi negara melalui mekanisme birokrasi. Kebijakan publik yang memiliki substansi jelas,
implementasi yang konsisten, dan pengawasan yang efektif akan mendorong peningkatan kecepatan pelayanan,
kepastian prosedur, transparansi, dan kepuasan masyarakat.
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Gambar 2. Kerangka Pemikiran Penelitian

et

METODE

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori (explanatory research).
Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kebijakan publik
terhadap efektivitas pelayanan administrasi negara di Indonesia melalui pengukuran variabel-variabel yang dapat
dioperasionalkan secara statistik.

Penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen (kebijakan
publik) dan variabel dependen (efektivitas pelayanan administrasi negara), sebagaimana dirumuskan dalam hipotesis
penelitian.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada instansi penyelenggara pelayanan administrasi negara di Indonesia, baik di tingkat
pusat maupun daerah (disesuaikan dengan konteks penelitian). Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada
pertimbangan bahwa instansi tersebut secara langsung melaksanakan kebijakan publik dan berinteraksi dengan
masyarakat sebagai pengguna layanan administrasi negara.

Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama +3-4 bulan, yang mencakup tahap persiapan,
pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian.

3. Populasi dan Sampel Penelitian
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1. Populasi Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan administrasi negara pada instansi yang menjadi
objek penelitian. Populasi ini dipilih karena masyarakat merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak
kebijakan publik dalam bentuk pelayanan administrasi negara.

2. Sampel Penelitian
Sampel penelitian ditentukan menggunakan teknik probability sampling, dengan metode simple random sampling (atau
purposive sampling apabila disesuaikan dengan kondisi lapangan). Jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus
Slovin:
n=N1+N(e)2n = \frac{N}{1 + N(e)"2}n=1+N(e)2N
Keterangan:
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
e = tingkat kesalahan (error tolerance), umumnya 5% (0,05)
4. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Penelitian ini melibatkan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen.

a. Variabel Independen (X): Kebijakan Publik
Kebijakan publik dalam penelitian ini diartikan sebagai seperangkat keputusan dan tindakan pemerintah yang mengatur
dan mengarahkan penyelenggaraan pelayanan administrasi negara.

b. Variabel Dependen (Y): Efektivitas Pelayanan Administrasi Negara
Efektivitas pelayanan administrasi negara diartikan sebagai tingkat pencapaian tujuan pelayanan administrasi negara
yang diukur berdasarkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan.

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel Penelitian

\Variabel [[Indikator |[Skala]
|Kebijakan Publik (X) ||Keje|asan substansi kebijakan ||Likert|
| | Konsistensi implementasi kebijakan||Likert
| |[Mekanisme pengawasan kebijakan |[Likert]

|Efektivitas Pelayanan Administrasi Negara (Y)||Kecepatan pelayanan ||Likert|
| |[Kepastian prosedur |ILikert
| || Transparansi pelayanan |ILikert]
| |[Kepuasan masyarakat ||Likert]

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Responden
Responden dalam penelitian ini merupakan masyarakat pengguna layanan administrasi negara pada instansi yang
menjadi objek penelitian. Responden dipilih karena mereka secara langsung merasakan dampak kebijakan publik dalam
bentuk pelayanan administrasi negara.

Tabel 3 Karakteristik Responden

|Karakteristik||Kategori HPersentase (%)|
Nenis Kelamin||Laki-laki |52
| |Perempuan |48
|Usia 1830 tahun |34
| [31-45 tahun |41
| |[>45 tahun |25

[Pendidikan | SMA/Sederajat |38
| |[Diploma/Sarjanal[49
| |[Pascasarjana  |[13

Interpretasi:
Komposisi responden menunjukkan bahwa pengguna layanan administrasi negara berasal dari latar belakang
demografis yang beragam. Hal ini memberikan gambaran bahwa persepsi terhadap kebijakan publik dan efektivitas
pelayanan mencerminkan kondisi masyarakat secara umum.
2. Hasil Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas
Uji validitas dilakukan menggunakan korelasi Product Moment Pearson antara skor item dengan skor total.



m;.:m:-.j: Jurnal Hukum, Administrasi, dan Kebijakan Publik (JUKAP)
=9 E-ISSN : -

L ﬁ Submission Okt 3, 2025 | Revised Nov 17, 2025 |

i A Accepted Des 01, 2025

Hal. xxx-xxx
Vol.1; No. 1
Desember 2025

Tabel 4 Hasil Uji Validitas

|Variabel |[Rentang r hitung||r tabel] Keterangan|
[Kebijakan Publik (X)  ]/0,52-0,78 [[0,196 |\Valid |
|[Efektivitas Pelayanan ()][0,55 — 0,81 0,196 ||Valid |

Interpretasi:
Seluruh item pernyataan memiliki nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sehingga instrumen penelitian dinyatakan valid
dan layak digunakan.
b. Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha.
Tabel 5 Hasil Uji Reliabilitas

|Variabe| ||Cr0nbach’s Alpha||Kriteria|
[Kebijakan Publik (X) 0,82 ||Reliabel |
[Efektivitas Pelayanan (Y)||0,85 |[Reliabel |

Interpretasi:
Nilai Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,70 menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi
internal yang baik.
3. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 6 Rata-rata Skor Variabel Penelitian
|Variabel ||Mean||Kategori|
[Kebijakan Publik 3,87 |[Baik |

|Efektivitas Pelayanan Administrasi Negara||3,79 ||Baik |

Interpretasi:
Nilai rata-rata menunjukkan bahwa responden menilai kebijakan publik dan efektivitas pelayanan administrasi negara
berada pada kategori baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kualitas pelayanan.
4. Analisis Regresi Linier Sederhana
Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh kebijakan publik terhadap efektivitas pelayanan
administrasi negara.

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi

IVariabel |[Koefisien (B)|[t hitung|Sig. |
|Konstanta ||12,341 ||— ||— |
[Kebijakan Publik (X)|[0,684 7,912 |jo,000|

Persamaan regresi yang diperoleh adalah:
[Y=12,341+0,684X]
Interpretasi:
Koefisien regresi bernilai positif (0,684), yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas kebijakan publik akan diikuti
oleh peningkatan efektivitas pelayanan administrasi negara.
5. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5% (a. = 0,05).

a) Nilai signifikansi = 0,000 < 0,05

b) Nilai t hitung > t tabel
Keputusan:
Hipotesis penelitian (H1) diterima.
Makna Statistik: Kebijakan publik berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pelayanan administrasi negara di
Indonesia.
6. Pembahasan

a. Pengaruh Kebijakan Publik terhadap Efektivitas Pelayanan Administrasi Negara
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas
pelayanan administrasi negara. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik yang memiliki substansi jelas,
implementasi konsisten, serta pengawasan yang efektif mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi negara.
Secara empiris, kebijakan publik yang dipersepsikan baik oleh masyarakat berkontribusi terhadap peningkatan
kecepatan pelayanan, kepastian prosedur, transparansi, dan kepuasan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori kebijakan
publik yang dikemukakan oleh Dunn (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan instrumen utama
pemerintah dalam mengarahkan kinerja birokrasi.

b. Implementasi Kebijakan dan Kinerja Birokrasi
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Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan Mazmanian dan Sabatier bahwa implementasi kebijakan merupakan
faktor penentu keberhasilan kebijakan publik. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan baik, efektivitas pelayanan
administrasi negara sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik
pelayanan.
Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari kapasitas birokrasi, koordinasi
antarinstansi, serta komitmen pelaksana kebijakan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

c. Implikasi Teoretis dan Praktis
Secara teoretis, penelitian ini memperkuat hubungan kausal antara kebijakan publik dan efektivitas pelayanan
administrasi negara dalam kajian administrasi publik. Penelitian ini juga mengisi celah penelitian dengan
mengintegrasikan aspek kebijakan dan aspek pelayanan secara empiris.
Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa perbaikan pelayanan administrasi negara tidak cukup
dilakukan melalui reformasi prosedural semata, tetapi harus didukung oleh kebijakan publik yang implementatif dan
berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
1.1 Ringkasan Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan publik berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelayanan administrasi negara.

2. Implementasi kebijakan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pelayanan administrasi negara.
Efektivitas pelayanan administrasi negara mencerminkan keberhasilan kebijakan publik dalam praktik pemerintahan.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh kebijakan publik terhadap efektivitas pelayanan
administrasi negara di Indonesia, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pelayanan administrasi negara.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas kebijakan publik, yang mencakup kejelasan substansi kebijakan,
konsistensi implementasi, serta efektivitas mekanisme pengawasan, secara nyata memengaruhi efektivitas
pelayanan administrasi negara. Semakin baik kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan, semakin
tinggi tingkat efektivitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat.

2. Implementasi kebijakan merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas pelayanan administrasi negara.
Penelitian ini membuktikan bahwa keberhasilan kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif
atau regulatif, tetapi sangat bergantung pada kemampuan aparatur dan institusi pelaksana dalam
menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik pelayanan administrasi negara sehari-hari.

3. Efektivitas pelayanan administrasi negara tercermin dari indikator kinerja pelayanan yang dirasakan langsung
oleh masyarakat.

Indikator kecepatan pelayanan, kepastian prosedur, transparansi, dan kepuasan masyarakat terbukti menjadi
ukuran yang relevan dalam menilai dampak kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa perspektif
pengguna layanan menjadi elemen penting dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan publik.

4. Kesenjangan antara kebijakan dan praktik pelayanan masih menjadi tantangan utama.

Meskipun kebijakan publik telah dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, hasil penelitian
mengindikasikan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam hal konsistensi pelaksanaan dan pengawasan
kebijakan agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara optimal.
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